PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN
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| KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
! NOMOR 3¢  /DISDIK/201¢

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PEN YELENGGARAAN SATUAN FENDIDIKAN ANAK USIA DINI
| (FAUD ) RIYAADUL HUDA RECAMATAN SINGKUT,

KEPALA DINAS PEN DIDIKAN

Maupun  mental  dalam  memascki pendidikan  lebih langjut;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarna dimaksud pada huruf a perju
menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang lzin Operasional/Penyelenggara
Satuan Pendidikan Anak Usja Cini Riyaadul Huda Kecamatan Singkuz,

Ml.‘-ngi.ngaq l.  Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian

( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang ~Undang Nomor 43 Tahun 1999 lentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor § tahun 1974 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Momor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3850);

Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara
= Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor3iB51};

3 Undang-Undang Nomor 54 Tahug 1999 tentang Pembazntukan Kabupaten
TeboKabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabeng Timur (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903)Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 14 Tahur 2000 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahup 1999 wentang Pembentukan Kabupaten
Sarelangun Kabupaten Tebo,Kabupaten Mearo Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahug 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):

4. Undang—Ur-dang Momor 32 Talun 2004 Tenlung Pemerintahan Dacruh
(Lembaran Negary Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang —Undang Nomor 12 Tahun 2008




10.

WF

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2009 Tentung Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 112,tambatan lembaran negara

Peraturan  Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 Tentang Standar Masional
Pendidilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemeor
4l,Tambaban Lembaran  Negura Republik  Indonesia  Nomord496):

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penerapan  Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Femerintahan  Antaran  Pemerintah,Pemerintshan  Dacrah Provinsi, Dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Taembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4737

Peraturan Pemcrintah Momer 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010
nomor 23,tambahan  lembaran Negara republik  Indonesia nomor
5105)sebagaimana telah di ubah dengan peraturzn penerintah nomor 66 tahun
2010 rentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 entang
pengelolaan dan penyelenggarsan pendidikan {lemburan Negara republic
Indonesia tahun 2010 nomor £9,tambuhan lembaran Megara republik Indonesia
nomor 4741)

Peraturan daerah kabupaten Sarolangun nomor 03 tahun 2008 tentang susunan
m&nmknﬁuﬂhmdmhhhupatmsmgm{luuwm
hhﬁumhmnuhm!ﬂﬂimrﬂi}s&hgﬂmuwhhbehmﬂmkﬂi
ﬂmmmmmummmwm nomor 3 tahun
2012 tentang perubahan kedus atas peraturan dacrah kabupaten Sarolangun
mmrﬂiuhunzmﬂmm;mmhﬁdmﬁukmjadiuadam
kal:rupa'r.l;n Sarolangun (Lembaran daerah kabupaten Sarolangun tahun 2012
nomor 3).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2099 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

MoU Mendiknas dengan Gubernar dan para Hupau seprovinsi Jambi

Tanggal lﬂHlmiﬂﬁﬁTunangKmpukuumpediun dana pendidikan
antara pemerintah Pusat dan K sbupaten/Kota;

Vis: dan Misi Pemerintah Kubupaten Sarclangun Tahun 2011 s.d 2016 yang
bertekad menjadi Kabupaten Sarciangun yang Jebih Maju dan Sejahtera;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONAL/
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
( PAUD ) RIYAADUL HUDA KECAMATAN SINGKUT.



KEsA Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Sutuan Pendidikan
Anak Usia Dini Kepada : : :
| Nama Lembaga : PAUD Riyaadul Huda
. Nama penanggung Jawat  : Nurlatifah
| Pekerjann : Pengelola
! Kewarganeparaon : Indonesia
| Alamat : Kelurahan Sungai Benteng, Kec.Singkut
Kab.Sarolangun
‘ Jangka Wakiu berlaku lzin  : 2 ( Dua ) Tahun.
i
K.EDUJT - Pemberian Lzin sebagaimana dimaksud pada dikium kesaty akan dicabut,apabila
terjadi pelanggaran atas ketentuan-keteniuan penyelenggarann pendidikan anak
- usia dini sebagaimana diatur dalaun pedoman teknis penyelenggaraan kelompok
! bermain direktorat jendral pendidikin anak. usia dini,non formal dan informal
_ kementrian pendidikan.
KEI'IG‘ :  Keputusan ini berlaku sejak wnggal ditetapkan,
Ditelapkan di Sarolangun
Pada Tanggal #4-3- 2016
mtuliPALA DINAS PENDIDIKAN
A% KABUPATEN SAROLANGUN,
|
TAMA MUDA/ IVe
1198301002
Tembusan Disampaikan Kepada Yih,

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi

2. Bapak Bupati Sarclangun di Sarolangun;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jamibi;

4. Sdr Singlout Di Singkut;

5. 8dr UPTD Pendidikan Kecamutan Singkut di Singkut;
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